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يَآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.


Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-NYA kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.[footnoteRef:2] [2:  Al-Qur’an, 3:01.] 
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Faridatus, Sholihah. 2020. Penetapan Wali Adhol dalam Perspektif  Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kraksaan)
Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzab Fakultas Syari’ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) KH. Ach. Fauzi, Lc, M.Sc. (II) Umar Faruq Thohir, M.Si

Kata Kunci : Wali Adhol, Wali Nikah, Wali Hakim, Penetapan Pengadilan Agama tentang Permohonan Wali Adhol.

Dengan adanya persyaratan harus adanya wali dalam suatu perkawinan, perkara wali adhol pernah terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan, dimana wali nasab dari calon mempelai perempuan enggan menikahkan anak perempuannya dengan berbagai macam alasan baik syar’i ataupun tidak. Salah satu rukun pernikahan adalah adanya wali dari pihak calon mempelai perempuan, namun pada kenyataannya tidak semua wali nasab mau menikahkan anak perempuannya, wali yang enggan menikahkan ini disebut wali adhol, permasalahan dapat dirumuskan (1) Bagaimana status hukum wali adhol menurut hukum Islam dan hukum Positif? (2) Mengapa banyak yang mengajukan wali adholdi Pengadilan Agama Kraksaan?Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum wali adhol menurut hukum Islam dan hukum positif, dan untuk mengetahui Faktor terjadinya pengajuan wali adhol di Pengadilan Agama Kraksaan.Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif/field research (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa  status hukum wali adhol menurut hukum Islam dan hukum Positif adalah sah, berdasarkan hukum Islam yakni memperhatikan qoidah fiqhiyyah dan juga dalam al-Qur’an surat ke 24 an-Nur ayat 32 terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan. Dan berdasarkan hukum positif yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.Faktor utamabanyaknya yang mengajukan wali adholdi Pengadilan Agama Kraksaan karena ayah selaku wali nasab enggan menikahkan anak perempuannyadengan berbagai macam alasan, misalnya dalam penetapan  Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0431/Pdt.P/2018/PA.Krs,0355/Pdt.P/2019/PA.Krs,dan Nomor:0078/Pdt.P/2020/PA.Krs.
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Setinggi pujian dan sedalam syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya dengan selalu kami ucapkan lafadz Alhamdulill binikmatil iman wataufiqihi, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan sesuia yang diharapkan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa’ala alih washohbih ajmain, semoga lantunan sholawat tetap terucapkan kepada sang refolusi Islam yang telah menjadi cahaya di atas cahaya menerangi kegelapan dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.
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[bookmark: _Toc45961839]Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan galidzhan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Berdasarkan bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan definisi perkawinan sebagai berikut:
“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”[footnoteRef:3] [3:  Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974 TLN No. 3019, Ps, 1.] 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai sahnya suatu perkawinan terdapat dalam pasal 4, yaitu:
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” 
Tujuan agama Islam mensyari’atkan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rohmah), dan juga bertujuan sebagai reproduksi (penerus generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.[footnoteRef:4] Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya.  [4:  Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38.] 

Rukun dalam sebuah pernikahan ada lima, yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat ijab qabul. Dari kelima rukun tersebut apabila salah satu tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah. Salah satu rukun tersebut menyebutkan harus adanya wali. Wali merupakan orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang menjadi tanggung jawabnya. Serta mampu bertindak sebagai wali, apabila tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.
Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam pasal 19 sampai dengan 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.[footnoteRef:5] Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan jumhur ulama’, kecuali oleh madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, terlebih jika perempuan tersebut telah akil baligh dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan maupun perbuatannya.  [5:  Dalam kedua peraturan tersebut, wali nikah terbagi atas dua, yaitu: 1) wali nasab, yang terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan (dari kedudukan laki-laki), 2) wali hakim] 

Pada kenyatannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar’i maupun tidak dibenarkan oleh syar’i. Dalam hal ini Allah berfirman:
وَأَنْكِحُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ, إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ, وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.
Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan  kepada mereka dengan karunia-NYA. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur ayat 32).[footnoteRef:6] [6:  Al-Qur’an, 24:32.] 


Nabi Muhammad Saw. bersabda: 

1084 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اْلحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ, عَنِ ابْنِ وَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ, عَن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ))إِذَاخَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَونَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فيِ الأرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ)).

Artinya:“Qutaibah menyampaikan kepad kami dari Abdul Hamid bin Sulaiman, dari Ibnu Ajlan, dari Ibnu Watsimah an-Nashri, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Jika seorang melamar (anak perempuan atau kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha dengan agama dan akhlaknya, nikahilah dia (dengan anak perempuan kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi.”[footnoteRef:7] [7:  Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Ensiklopedia Hadits 6; Jami’at at-Tirmidzi, Terj. Idris (et.al), Cet-I, (Jakarta: Almahira, 2013), 380.] 

Kedudukan wali sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehannya menggunakan wali hakim. Adapun wanita yang memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut menolak untuk menikahkannya dengan beberapa alasan, hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tersebut sesuai dengan syar’i atau tidak.
Alasan syar’i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar’i seperti ini, maka wali wajib ditaati kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Namun jika wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syar’i misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Alasan –alasan tersebut tidak ada dasarnya dalam pandangan hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang tidak syar’i. Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut, maka wali wali tersebut telah melakukan adhol, sehingga kewenangannya akan berubah kepada wali hakim. Adhal adalah seorang perempuan yang meminta berkali-kali kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki, namun wali enggan untuk menikahkannya. Dalam kondisi ini, seorang perempuan dapat meminta kepada hakim untuk menikahkannya.[footnoteRef:8] [8:  Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya al-Muzani, Mukhtasar al-Muzami (Beirut: Dar al-ma’arif, 1973), hlm. 163.] 

Pada dasarnya wali dilarang untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya apabila ia telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan akan timbul kemudharatan jika tidak disegerakan menikah. Apabila hal tersebut terjadi maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolak perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Calon mempelai yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhol kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut. 
Peneliti akan membahas secara singkat mengenai hal tersebut dengan aksentuasi pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh wali yang menolak menikahkan calon mempelai perempuan, kualifikasi adhol-nya wali, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhol yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan. Penulis tertarik dan mengangkat skripsi dengan judul “Penetapan Wali Adhol dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kraksaan).”
[bookmark: _Toc45961840]Rumusan Masalah
Penelitian ini secara spesifik membahas subjek penelitian berdasarkan   permasalahannya. Permasalahan yang fokus dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana status hukum wali adhol menurut hukum Islam dan hukum Positif?
2. Mengapa banyak yang mengajukan wali adholdi Pengadilan Agama Kraksaan?
[bookmark: _Toc45961841]Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan/mendeskripsikan:
1. Status hukum wali adhol menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Faktor terjadinya pengajuan wali adhol di Pengadilan Agama Kraksaan.
[bookmark: _Toc45961842]Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Secara teoritis:
a. Memberikan konstribusi terhadap Prodi Perbandingan Madzab untuk menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif danluas.
b. Digunakan sebagai studi banding bagi Pengadilan Agama pada khususnya dan bagi para pencari keadilan pada umumnya dalam penyelesaian masalah wali adhol.  
2. Secara praktis:
a. Dapat dijadikan alternatif secara antisipasi akan adanya bahaya kemudharatan keberadaan wali nasab yang otoriter (demi terciptanya kemaslahatan umat).
b. Digunakan sebagai penunjang bagi penyusun karya ilmiah berikutnya dalam permasalahan yang hampir sama.
[bookmark: _Toc45961843]Metode Penelitian
[bookmark: _Toc45961844]Pendekatan dan Jenis Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sebuah hasil dari permasalahan, yang mana permasalahan itu disebut dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi penelitian memiliki berbagai cara yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian. Metode yang digunakan sebagai suatu cara untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.
Menurut kutipan Basrowi dan Sukidin, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuanyang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipasi. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi focus penelitian, dan kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.   
Penelitian kualitatif (kl) adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan “makna” daripada generalisasi.
Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana penetapan wali adhol yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan menurut hukum Islam dan hukum positif.
[bookmark: _Toc45961845]Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat atau berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.
Untuk melaksanakan penelitian ini terlebih dahulu peneliti mengajukan surat perizinan. Penelitian dilakukan secara formal dengan menyerahkan surat izin penelitian dari pihak kampus kepada pihak Pengadilan Agama, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama yang berwenang mengambil keputusan atas proses perizinan penelitian tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan secara emosional antara pihak Pengadilan Agama dan hakim serta memberikan penjelasan tentang tujuan kehadiran penliti sebagai langkah awal dan setelah itu penelitian ini mulai dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki, dengan begitu proses penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.
Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Peneliti sebagai pengumpul data, hendaknya dapat menciptakan hubungan baik dengan bagian pihak Pengadilan Agama dan hakim. Hubungan baik ini diciptakan sejak tahap awal penelitian sampai penelitian tersebut selesai. Karena hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penelitian kualitatif.
[bookmark: _Toc45961846]Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan, Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
Adapun penelitian di lokasi tersebut dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar S-1 di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, karena peneliti ingin meneliti penetapan wali adhol dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
[bookmark: _Toc45961847]Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari informan bagian pihak Pengadilan Agama dan hakim. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan, serta sumber data tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Sumber dan jenis data terdiri dari data dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.[footnoteRef:9] [9:  Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT, Reamaja Rosdakarya, 2016), hlm.157] 

Dari keterangan di atas, maka sumber data utama yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam penelitian peneliti lebih dahulu wawancara dengan hakim yang nantinya akan memberikan pengarahan kepada peneliti dalam pengambilan sumber data, dan memberikan informasi kepada informan lainnya. Sehingga semua data-data yang diperlukan peneliti terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah profil-profil, arsip-arsip dan dokumentasi yang berhubungan dengan penetapan wali adhol dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
[bookmark: _Toc45961848]Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari informan sebanyak-banyaknya, memilih satuan sampel jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat mengisi kesenjangan informasi yang ditemui, dari mana atau dari siapa ia mulai tidak menjadi persoalan tetapi bila hal itu sudah berjalan, maka pemilihan berikutnya bergantung pada keperluan peneliti.
Adapun informan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:
1. Pihak Pengadilan Agama Kraksaan
2. Hakim Pengadilan Agama Kraksaan
3. Putusan perkara wali adhol
Selanjutnya pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penelitian dalam pengumpulan data. 
Pengumpulan data dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Metode Observasi
Observasi adalah: “Metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian.” Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan, partisipan adalah: “Observasi dimana orang melakukan pengamatan berperan serta ikut bagian dalam kehidupan orang yang di observasi.”
Teknik observasi ini digunakan dengan hadir dilapangan (lokasi penelitian) sebelum penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi penelitian dengan pemahaman terhadap penetapan wali adhol dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
b. Metode Wawancara (Interview)
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[footnoteRef:10] Yang dimaksud ialah peneliti melakukan suatu kegiatan wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung berbagai aktivitas yang berlangsung, dalam menggali data tentang hal yang dilakukan Pengadilan Agama dalam penetapan wali adhol dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. [10:  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 2015) hlm 317] 

Metode interview ini, digunakan untuk memperoleh data tentang:
1) Bagaimana status hukum wali adhol menurut hukum Islam dan hukum Positif?
2) Mengapa banyak yang mengajukan wali adhol di Pengadilan Agama Kraksaan?
c. Metode Dokumenter
Dokumenter berasal dari kata “dokumen” artinya barang-barang tertulis. Metode dokumenter adalah “Cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada”. Hal ini dilakukan untuk mempelajari dan menghimpun data tentang situasi latar belakang obyek penelitian.
Metode ini dilakukan dengan cara mengutip berbagai data melalui catatan-catatan, laporan-laporan , kejadian masa lampau atau peraturan instruksi dan perundang-undangan yang menjadi pedoman Pengadilan Agama Kraksaan.
[bookmark: _Toc45961849]Analisis Data
Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
Penelitian menggunakan analisa data deskriptif yang dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisa data, memuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam deskripsi situasi. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan dari deretan angka-angka.[footnoteRef:11] [11:  Lexy. J. Moleong, Op.Cit, Hlm. 11] 

Alasan yang paling mendasar menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif adalah karena data yang terkumpul bukan berupa angka-angka sandi tetapi banyak berupa kata-kata atau gambaran. Sehingga dengan demikian laporan penelitian kualitatif ini berisi kutipan data untuk memberikan laporan penelitian.
Dalam penelitian ini, setelah data yang diperoleh dari observasi, interview dan dokumenter dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan catatan deskriptif lebih menyajikan rincian kejadian dari ringakasan yang berupa catatan yang lebih baik sebagai catatan deskriptif. 
Huberman menyajikan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
a. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.
Pada tahap ini peneliti memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan wali adhol dalam perspektif dalam hukum Islam dan hukum positif.

b. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah dengan mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif. 
Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang sebelumnya sudah dipilih oleh peneliti sehingga data-datanya dapat terorganisir dengan baik sehingga mudah difahami oleh pembaca.
c. Penarikan Kesimpulan
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dari lokasi penelitian terhadap data yang dirumuskan pada fokus penelitian.
[bookmark: _Toc45961850]Pengecekan Keabsahan Temuan
Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri dari derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Empat kriteria yang digunakan tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.
a. Kepercayaan (credibility), ialah membuktikan apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi.
b. Keteralihan (transferability), ialah peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.
c. Ketergantungan (dependability), kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian, sehingga akan terhindar dari terjadinya pengumpulan data tanpa melakukan penelitian.
d. Kepastian (confirmability), ialah dengan melihat apakah hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.
[bookmark: _Toc45961851]Tahapan-Tahapan Penelitian
Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 
a. Tahap pra penelitian
	Menyusun proposal penelitian dan meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.
b.  Tahap pelaksanaan penelitian
1) Pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang ada dilokasi terkait sesuai dengan data yang diperlukan.
2) Mengidentifikasi data yang sudah terkumpul dari hasil observasi dan wawancara agar memudahkan peneliti dalam  menganalisa data yang diinginkan
c. Tahap akhir penelitian (menyusun laporan)
Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.
[bookmark: _Toc45961852]Sistematika Pembahasan
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam penulisan ini, maka secara global dapat dilihat dalam sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:
Bab I  memuat tentang Pendahuluan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab II : Dalam bab kedua ini merupakan bab yang menguraikan tentang landasan teori yang digunakan untuk menunjang pembahasan penulisan ini yang mencakup tentang wali nikah, wali adhol, dan penetapan wali adholmenurut hukum Islam dan hukum positif.
Bab III Temuan Penelitian: meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, dan Deskripsi penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Kraksaan disertai mekanisme pembuktian, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
Bab IV Analisis terhadap status hukum wali adholmenurut hukum Islam dan hukum postif, dan faktor-faktor penyebab terjadinya pengajuan wali adhol di Pengadilan Agama Kraksaan.
Bab V penutup yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan ini yang meliputi kesimpulan dan saran bahwa penelitian ini masih memerlukan tindak lanjut dan akan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.
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[bookmark: _Toc45961853]BAB II
LANDASAN TEORITIK DAN ATAU TELAAH PUSTAKA

1. [bookmark: _Toc45961854]Wali Nikah Menurut Hukum Islam
1. [bookmark: _Toc45961855]Pengertian Wali Nikah
Wali nikah secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Perwalian dari bahasa Arab adalah Walayah atau wilayah yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.[footnoteRef:12] [12:  Muhammad Bagir Al-Habsy, Fiqh Praktis (Bandung: Mizan 2002), hlm 56] 

Menurut Amin wali dalam literatur fiqih Islam disebut dengan Al-Walayah atau Al-Wilayah seperti kata ad-dalalah yang juga disebut addilalah. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.[footnoteRef:13] [13:  Muhammad Amin Suma, HukumKeluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo 2004), hlm 134] 

Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali nikah, yang menyerahkan mempelai wanita kepada penghulu.[footnoteRef:14] Kehadiran wali nikah yang menikahkan menurut Jumhur Ulama’ hukumnya wajib sebagaimana dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi: [14:  Abdullah Kelib, Hukum Islam (Semarang: Tugu  Muda Indonesia 1990), hlm 11] 

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik.” (QS. Al Baqarah: 232).[footnoteRef:15] [15:  Al-Qur’an, 2:232.] 


 Hadits Rasulullah SAW yang artinya: 
“Tidak (sah)suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali (bagi wanita).” Diriwayatkan oleh Abu Musa.

Demikian pula Pasal 19 KHI mengatur bahwa: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.[footnoteRef:16] Syarat menjadi wali nikah adalah sebagai berikut: [16:  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Indonesia: Grahamedia Press, 2014) hlm 339] 

a. Beragama Islam. Ini menurut kesepakatan para Ulama’, syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 71, yang berbunyi:
وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah wali (menjadi penolong) bagi sebagian yang lain.”(Q.S At-Taubah ayat 71).[footnoteRef:17] [17:  Al-Qur’an, 9:71.] 


b. Laki-laki
c. Mukallaf (baligh dan berakal)
d. Merdeka 
e. Adil, artinya tidak tampak kefasikan darinya. Syarat ini merujuk pada pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad. 
Wali nikah sendiri dibagi menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berdasarkan garis nasab (keturunan/status hubungan darah) yang ditarik dari garis keturunan ayah kandung baik ke atas, maupun ke samping, dan ke bawah, atau anggota keluarga laki-lakidari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrinial dengan calon mempelai perempuan.[footnoteRef:18] KHI menjelaskan mengenai wali nasab dalam pasal 21 ayat (1) berbunyi: [18:  Indah Purbasari, Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia (Malang: Setara Press, 2017) hlm 92] 

Wali nasab terdiri dari terdiri dari empat kelompok urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung aya saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.[footnoteRef:19] [19:  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Indonesia: Grahamedia Press, 2014) hlm 340] 

Pasal tersebut menjelaskan tentang macam-macam golongan wali nasab apabila dalam golongan pertama ada maka golongan selanjutnya akan tertutup/ tidak berhak menikahkan, apabila golongan pertama tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah wali nasab golongan kedua, apabila wali nasab golongan kedua tidak ada maka yang bertindak sebagai sebagai wali nikah adalah wali nasab golongan ketiga begitu seterusnya. Menurut Imam Syafi’i urutan wali sebagai berikut:
a. Ayah
b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
c. Saudara laki-laki kandung
d. Saudara laki-laki seayah
e. Kemenakan laki-laki kandung 
f. Kemenakan laki-laki seayah
g. Paman kandung
h. Paman seayah
i. Saudara sepupu laki-laki kandung
j. Saudara sepupu laki-laki seayah.[footnoteRef:20] [20:  Indah Purbasari, Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia (Malang: Setara Press, 2017) hlm 93] 

Jumhur Ulama’ berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akadnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama’ penganut madzhab Hanafi mengemukakan “Seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual-beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai), dan sebagainya.”[footnoteRef:21] [21:  Syaikh Hasan Ayyub, Fikih keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm 48 49] 

Sedangkan menurut beberapa Ulama’ madzhab pengertian wali berbeda-beda yakni:
a. Madzhab Syafi’i, Maliki dan Hambali
Imam Syafi’i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan tidak sah. Imam Syafi’i dan Imam Hambali sepakat bahwa akad nikah itu harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, janda ataupun perawan, sehat akalnya maupun tidak. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa: jika perempuan itu mempunyai kemuliaan (bangsawan) dan cantik serta digemari orang maka pernikahannya tidak sah, kecuali ada wali. Sedangkan jika keadaanya tidak demikian maka ia boleh dinikahi orang lain yang bukan kerabat dengan kerelaan dirinya.[footnoteRef:22] [22:  Syaikh al ‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Madzhab, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, et.al. (Bandung: Hasyimi 2015) 319] 

Terkait dengan posisi wali yang berhak untuk menikahkan wanita, Imam Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa yang paling berhak adalah wali aqrab (dekat) kemudian wali ab’ad (jauh), jika tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (wali hakim). Sedangkan menurut Imam Maliki menempatkan kerabat nasab dari asjabah sebagai wali nasab dan membolehkan anaknya mengawinkan ibunya.
b. Madzhab Hanafi 
Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Imam Hanafi berpendapat bahwa: Perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya jika ia telah dibolehkan menggunakan hartanya. Juga, tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya. Jika demikian, maka walinya boleh menghalangi pernikakannya.[footnoteRef:23] [23:  Syaikh al ‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Op.Cit. hlm 319.] 

Terkait dengan posisi wali yang berhak, Imam Hanafi berpendapat: Bagi semua ‘ashabah diperbolehkan untuk menikahkannya, tetapi gadis mempunyai hak pilih jika sudah dewasa antara meneruskan dan membatalkan pernikahan tersebut.[footnoteRef:24] [24: Ibid., 321] 
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Jumhur ulama’ berpendapat, bahwa adanya wai nikah bersumber pada al-Qur’an dan hadits yakni Surat Al-Baqarah (2) ayat 232 yang berbunyi :
وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik.” (QS. Al Baqarah: 232).[footnoteRef:25] [25:  Al-Qur’an, 2:232.] 


Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (ikhtilaf) dikalangan ulama’ dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ayat ini ditunjukkan kepada wali. Sebab-sebab turunnya ayat ini, adalah riwayat Ma’qil Ibn Yasar yang tidak dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.[footnoteRef:26] [26:  Shaleh, Qamaruddin, dkk, Asbabun Nuzul (Bandung:CV Diponegoro, 1984) hlm. 78] 

Selain dari nash Al-Qur’an dasar hukum adanya wali dalam pernikahan juga terdapat dibebrapa hadits Nabi yaitu:
Hadits Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut Riwayat Tirmidzi dan lima perawi yang berbunyi:
لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلٍ (رولترمذي).
Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali” (HR. Tirmidzi Ahmad, Abu Daud, Ibn Hiban dan Al Hakim).
Hadits Nabi Muhammad SAW dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, Mu’az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa dan Urwah yang berbunyi:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (روه الترمذي)
Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal, jika sesorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali” (HR. At-Tirmidzi).

Dari bebrapa hadits diatas menjelaskan betapa pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan. Meskipun dari beberapa hadits tersebut terdapat perbedaan pada redaksinya, akan tetapi dari kesemua hadits tersebut menerangkan kemutlakan wali yang harus ada dalam pernikahan. Apabila wali tidak ada dalam pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.
Banyak juga ketentuan-ketentuan lain apabila tetap menjalankan pernikahan tanpa seizin wali, seperti halnya perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa (ketua KUA) dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.
Bahkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj Ila Sharhil Minhaj yang berpedoman kepada fiqh Madzhab Imam Syafi’i yang artinya:
“Apabila wali nasab terdekat bepergian dalam jarak dua marhalah (qashar) atau lebih jauh dan tidak ada status kematiannya serta tidak ada wakilnya yang hadir dalam menikahkan perempuan dibawah perwaliannya maka Sultan (wali hakim) dapat menikahkan perempuan itu. Bukan wali jauh walaupun bepergiannya lama dan tidak diketahui tempat dan hidupnya. Hal itu karena tetapnya status kewalian wali yang sedang pergi. Namun yang lebih utama meminta ijin pada wali jauh untuk keluar dari khilaf ulama’.”
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Berkenaan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan.Namun, mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan (ikhtilaf) dikalangan ulama’ fikih. Ada sebagian ulama’ yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:
a. Menurut Hanafiyah:
1) Anak, cucu ke bawah
2) Ayah, kakek ke atas 
3) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah.
4) Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah.
5) Orang yang memerdekakan.
6) Kerabat lainnya
7) Sultan atau wakilnya.
b. Menurut Malikiyah
1) Anak, cucu ke bawah
2) Ayah
3) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah
4) Kakek
5) Paman seayah, anak paman seayah
6) Paman kakek, anak paman kakek
7) Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya
8) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga aqil baligh
9) Hakim
10) Semua Muslim (jika urutan diatas tidak ada)
c. Menurut Syafi’iyah
1) Ayah, kakek ke atas
2) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah.
3) Paman
4) Keturunan lainnya (seperti hukum waris)
5) Orang yang memerdekakan, keturunannya 
6) Sultan.
d. Menurut Hanabilah
1) Ayah
2) Kakek ke atas
3) Anak cucu ke bawah,
4) Saudara kandung
5) Saudara seayah
6) Anak saudara ke bawah 
7) Paman kandung, anak paman kandung ke bawah
8) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah
9) Orang yang memerdekakan 
10) Sultan.
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Dalam beberapa refrensi hukum Islam, baik berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, Ulama’ berbeda-beda dalam menyebutkan macam wali dalam pernikahan, namun secara umum wali nikah terdiri dari empat macam, yakni wali nasab, wali hakim, wali mu’tiq, wali muhakkam. Adapun penjelasan untuk masing-masing definisi wali diatas adalah sebagai berikut:
a. Wali Nasab
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.[footnoteRef:27] Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu: [27:  Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia 1999) hlm 89 ] 

1) Wali Mujbir
Wali mujbir yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita bersangkutan. Hak yang dimiliki wali mujbir disebut dengan hak ijbar. Dalam hal ini ulama’ Syafi’iyah membatasi bahwa hak Ijbar hanya dimiliki ayah dan kakek. Ulama’ Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai asabah dalam kewarisan atau tidak, sebagai wali nasab termasuk zawil arham. 
	Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya memiliki hak ijbar, selama yang dikawinkannya itu adalah perempuan masih kecil atau tidak sehat akalnya. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama’, anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang akan kawin. Ulama’ Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang ashabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali adalah kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Berbeda dengan Ulama’ Hanafiyah golongan ini memberikan hak ijbar hanya kepada ayah saja dan menempatkan dalam dalam kategori wali akrab.
2) Wali Nasab Biasa 
Wali nasab biasa yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa izin atau persetujuan dari wanita yang bersangkutan dengan kata lain wali nasab tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan hak ijbar.[footnoteRef:28] Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama’. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam al-Qur’an tidak membicarakan siapa-siapa yang berhak menjadi wali.  [28:  Hernawati dan Mukhlisin, Menuju Pernikahan Islami (Karanganyar: Genius Komputer, 2008) hlm, 35] 

Menurut jumhur Ulama’ yang terdiri dari Syafi’iyah, Hanabila, Zhahiriyah, dan Syi’ah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok yaitu:
Pertama wali dekat atau wali qarib yaitu ayah atau kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Ketidakharusan meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah orang yang masih muda itu tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan. Ulama’ Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah. 
Kedua wali jauh atau wali ab’ad yaitu wali dalam garis keturunan selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut jumhur Ulama’ tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali ab’ad adalah sebagai berikut:
a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada,
f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
g) Anak kandung paman, kalau tidak ada pindah kepada
h) Anak paman seayah,
i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.
b. Wali Hakim
Adapun yang dimaksud wali hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah aparat KUA dan PPN) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Adapun seorang yang berhak menjadi wali hakim antara lain: Pemerintah (shultan), Khalifah (pemimpin) dan penguasa diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita tidak berwali berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi “ Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”[footnoteRef:29] [29:  Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) hlm 249] 

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad jika dalam kondisi-kondisi berikut:
1) Tidak ada wali nasab
2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad,
3) Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5km atau dua hari perjalanan
4) Wali aqrab dipenjara tidak bisa ditemui 
5) Wali aqrabnya adhal
6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
7) Wali aqrabnya sedang ihram
8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah
9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada
Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:
1) Wanitanya belum baligh
2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu
3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah
4) Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.
c. Wali Mu’tiq
Wali Mu’tiq adalah seseorang yang memiliki hak dan kewenangan menjadi wali nikah terhadap budak perempuan yang dimerdekakannya.

d. Wali Muhakkam
Wali Muhakkam adalah wali yang diangkat melalui persetujuan dua calon mempelai karena wali nasab tidak dapat menjadi wali dengan sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada.
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Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:
a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar’i untuk menikah
b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali
c. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya
d. Wali, adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki
e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.
Wali nikah bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:
a. Dewasa 
Telah dewasa atau berakal sehat artinya ia sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, atau sudah pernah bermimpi keluar air mani, ini merupakan syarat umum bagi orang yang melakukan akad.
b. Laki-laki
Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, hal ini dibagi dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا قَالَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا قَالَ (رواه ابن ماجه)
Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah, dishohihkan oleh Al-Albani).

c. Muslim
Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Imran (3) ayat 28 yang berbunyi:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَةً, وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ, وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ.

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa-NYA) dan hanya kepada Allah kamu kembali.[footnoteRef:30] [30:  Al-Qur’an, 3:28.] 



d. Tidak sedang melakukan ihram, baik haji atau umrah.
Hal ini berdasarkan hadits Nabi dari Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan: 
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”. (HR. Muslim)[footnoteRef:31] [31:  Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid, Kitab An-Nikah, Sunan Ibnu Majah. (Semarang: Usaha Keluarga. 2000), hlm 388] 


e. Adil.
Dalam hal ini arti adil tidak pernah terlihat dengan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil serta tetap memlihara sopan santun. Bahwa keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi, dalam hadits Aisyah yang menyatakan:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ, وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. (رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقْ)

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Abdurrazzaq).
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Wali  berasal dari kata adhol menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mencegah atau menghalang-halangi. Wali adhol adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.[footnoteRef:32] [32:  Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam Cet.I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993) hlm 1339] 

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaqnya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.[footnoteRef:33] [33:  Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) edisi kedua (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm 120.] 

Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai calon suaminya karena telah mengenal kafa’ahnya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali adhol, dzalim.[footnoteRef:34] [34:  Ibid] 

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya , apakah alasan syar’i atau alasan tidak syar’i. Alasan syar’i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan atau calon suaminya orang kafir, atau fasik (pezina dan suka mabuk), atau cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar’i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).[footnoteRef:35] [35:  Jurnal Munakahat vol 2 No 1 Maret 2005, http://kuakalideres.blogspot.com /2009/12/Pernikahan Tanpa Restu Wali, (artikel diakses pada tanggal, 01 Juli 2020) pukul 09.10 WIB] 

Seorang Wali dapat dikatakan adhol apabila:
a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.
Para ulama’ sepakat bahwa untuk kriteria wali adhol setidaknya ada dua syarat yang dapat dipenuhinya, diantaranya adalah: lelaki yang melamarnya adalah sekufu (sejodoh), dan sanggup membayar mahar mitsil. Mengenai kesepakatan ulama’ diatas, pernah diungkapkan oleh Ibnu Rusydi didalam kitabnya “Bidayatul Mujtahid” dalam keterangan: Para ulama’ sepakat bahwa bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya (dari kawin) takkala ia berhadapan dengan pasangan yang sejodoh berikut dengan mahar mitsilnya.[footnoteRef:36] [36:  Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid Cet ke-1 (Semarang: Asyafi’iyah, 1990) hlm 23] 

Begitu juga Sayyid Sabiq dalam “Fiqhus Sunnah” juga memberi keterangan: Di kalangan ulama’ telah sepakat bahwa sesungguhnya tidak ada hak bagi wali untuk menghalangi anak gadisnya, apalagi melarangnya untuk melangsungkan perkawinan, manakala ada yang menghendaki laki-laki yang sekufu dengannya dan dengan membayar mahar mitsil.[footnoteRef:37] [37:  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Cet ke-13 (Bandung: PT. Alma’arif, 1997, jilid 7) hlm 121] 

Adapun perspektif wali adhol menurut empat madzhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini:
a. Menurut Madzhab Maliki
Dalam Madzhab Maliki, terutama sekali ulama’nya ada kecenderungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali adhol ini dengan Madzhab Syafi’i, dalam pendapatnya dalam kalangan Maliki menyatakan yang artinya:
Tatkala ada seorang wali baik mujbir atau bukan, menghalangi anak gadisnya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagipula si gadis rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab’ad) akan tetapi berhak bagi si gadis untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan si gadis tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada wali membangkang dan mengawinkannya setelah diperintahkan hakim,maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.[footnoteRef:38] [38:  Abdurrahman Al-Jazari, Kitabul Fiqih Alal Madzhibul al Arba’ah, Qisem al-Ahwalus Syakhsiyyah, jilid IV, (Riyad: Muktabah al Riyadul Hadisah, TT) hlm 35] 


b. Menurut Madzhab Hambali 
Di dalam Madzhab Hambali diceritakan tentang Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali adhol ini. Di satu riwayat, bahwa wali yang adhol terutama itu adalah wali aqrab, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali ab’ad. Sedang di sisi yang lain menjelaskan, bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.[footnoteRef:39] [39: Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII, (Beirut, Darul Kutabil Ilmiyah, TT) hlm 368] 

Walau demikian Syekh Abdurrahman al Jaziri sebagaimana ada dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat Hanabilah mengenai wali adhol ini, yakni:
Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah anak gadisnya dari kawin dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai keadholan wali terhadap anak gadisnya, (dan bila wali itu adhol) maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri gadis yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir.[footnoteRef:40] [40:  Abdurrahman Al-Jaziri, Op.Cit, hlm. 41] 

Sebagaimana telah disinggung di atas, madzhab Hambali pun ada di antara ulama’ yang cenderung berpendapat lain, yaitu Ibnu Qadamah, dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali adhol beliau cenderung untuk upayanya penyelesaian wali adhol, dengan beberapa pertimbangan terutama berdasarkan petunjuk hadits ‘Aisyah RA, tidak melepaskan keterlibatan seluruh wali (dari wali aqrab) yang ada. Jadi jika terjadi keadholan pada diri wali, dalam hal ini adalah wali yang paing dekat (wali aqrab) maka untuk perwaliannya digantikan oleh wali berikutnya yang lebih jauh (wali ab’ad), dan seterusnya hingga habis para wali kerabat, dan seterusnya baru pindah kepada wali hakim.
c. Menurut Madzhab Hanafi
Didalam madzhab Hanafi juga telah didapati keterangan mengenai wali adhol tersebut. Namun demikian, keterangan yang dapat di ungkapkan disini adalah keterangan dari para ulama’ madzhab tersebut.
Abdurrahman Al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut Ulama’ Madzhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap anak gadisnya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit ditemukan dan didatangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab’ad. (Abdul al Jaziri IV:41).
d. Menurut Madzhab Syafi’i
Pembahasan mengenai problema wali adhol berikut penyelesaiannya, didalam madzhab Syafi’i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendaliannya. Adapun mengenai keterlibatan hakim selaku pengendali kedua hal tersebut adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhol tersebutberikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan penguasa/hakim tentunya setelah ada laporan/pengajuan dari anak gadis wali adhol tersebut. (sebagai pihak yang diperlukan tidak adil/dirugikan). 
Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adhol tampak pada ulasan seorang ulama’ dari madzhab Syafi’i, yakni Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam satu kitabnya “Sarh Minhajuattalibin”, yang  menerangkan:
Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali adhol adalah dimuka hakim setelah diperintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan si perempuan berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah dihadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya, tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhol akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhol.[footnoteRef:41] [41:  Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, “Syarh Minhajatut Thalibin, Juz III, cet IV (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974) hlm 225.] 


Keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi wali adhol berikut upaya awal untuk mengantisipasinya, namun demikian bila dipahami, bahwa upaya tersebut akan membawa hasil manakala si wali kembali dari adholnya (bertaubat), yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad perkawinan.
Imam Syafi’i menjelaskan bahwa perpindahan wali/pergantian wali atas diri wali adhol kepada hakim, ini terjad manakala yang adhol itu dari wali dekat (aqrab). Sedang wali yang lain yaitu wali yang ab’ad tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditangguhkan, karena hakim sajalah yang berwenang untuk penggantinya. Lebih jauh dijelaskan olehh beliau melalui keterangan:
Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan anak gadisnya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan (dan pembuktian) oleh hakim. Diantaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali (yang adhol tersebut), kalau saja ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar. Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya (dan telah membenarkan laporan tersebut) maka hakim (memerintahkan) untuk mendatangkan wali yang lebih dekat (wali aqrab) dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan: “Apakah kamu sekalia berkeberatan sekali (untuk mengawinkan)?”, kalau saja mereka menjawab berkeberatan, maka hakim harus memandang kalau saja si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan kalaupun hakim tidak memerintahkan mereka (terlebih dahulu), hakim pun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan anak gadisnya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi.[footnoteRef:42] [42:  Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi’i, “Al Umm”, jilid III, Juz V, (Semarang: CV Diponegoro, 1989) hlm 14.] 

[bookmark: _Toc45961861]Wali Nikah Menurut Hukum Positif
1. [bookmark: _Toc45961862]Pengertian Wali Nikah
Wali dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang, dan dalam perkawinan Wali mempunyai arti perwalian atas orang dalam perkawinannya. Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[footnoteRef:43] [43:  Amir Syarifuddin, “Garis-garis Besar Fiqih”, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 90] 

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”[footnoteRef:44] [44:  Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004) hlm 14] 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Menikah tidak sah tanpa adanya wali.[footnoteRef:45] [45: Ibid.] 

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:
a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
c. Orang shaleh (suci) penyebar agama.
d. Kepala pemerintah dan sebagainya.[footnoteRef:46] [46:  Sohari Tihami Sahrani, “Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm 89-90.] 

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah waliyang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. 
[bookmark: _Toc45961863]Dasar Hukum Wali Nikah
Dasar hukum wali nikah menurut hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19-20 berikut:
Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
Pasal 20
a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan balligh.
b. Wali nikah terdiri dari:
1) Wali nasab
2) Wali hakim.
[bookmark: _Toc45961864]Urutan Wali Nikah
Urutan wali nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 21 dan 22 berikut ini:
Pasal 21
a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
d. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
Pasal 22
	Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka  hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
	Apabila wali-wali tersebut diatas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:
a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
b. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu:
	Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.
	KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Mentri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Mentri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Mentri Agama No. 2 Tahun 1987 menyebutkan:
a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
b. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Mentri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
[bookmark: _Toc45961865]Macam-macam Wali Nikah
Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim.[footnoteRef:47] [47:  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompiasi Hukum Islam Cet-1 (Ghrahamedia press: 2014) hlm. 339] 

a. Wali Nasab
Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama’. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur’an tidak membahas mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali.[footnoteRef:48] [48: Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 75.] 

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai kesepakatan susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita antara lain: Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. 
Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.


b. Wali Hakim
Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Yang dimaksud Penguasa adalah Penguasa Umum, Imamul-I “ammah, Kepala Negara yakni dalam sebuah Republik ialah Presiden. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegir kebawahnya tidak langsung dipegang oleh Presiden sendiri, tapi pembantunya yaitu Mentri Agama dan untuk tiap wilayah kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat akta Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.[footnoteRef:49] [49:  Amir Syarifudin, Op.Cit, hlm.76.] 

Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasab:
1) Memang benar-benar tidak ada. 
2) Bepergian jauh, atau tidak ditempat dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang ada ditempat akad.
3) Hilang hak perwaliannya.
4) Sedang ihram haji atau umrah.
5) Menjadi pasangan pengantin yang diakadkan itu.
6) Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
7) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
[bookmark: _Toc45961866]Rukun dan Syarat Wali Nikah
Wali bertanggung jawab atas sah suatu akad pernikahan. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: 
Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni:
a. Muslim, yakni orang Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
b. Aqil dan baligh, yaitu orang tersebut sudah pernah bermimpi junub/ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.
Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orangtuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.[footnoteRef:50] [50:  Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.] 

[bookmark: _Toc45961867]Wali Adhol Menurut Hukum Positif
Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas mengenai pengertian wali adhol, tetapi secara bahasa adhol adalah wali nasab yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau mafqud. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan wali tersebut syar’i atau tidak syar’i. Alasan syar’i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, misalnya  anak gadis Wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik. Maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim). 
Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu:
Pasal 23
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
(2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
Ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, apabila wali nasab adhol atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhol, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adholnya wali kepada Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhol dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adholnya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.[footnoteRef:51] [51:  Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999) hlm 39] 



[bookmark: _Toc45961868]BAB III
TEMUAN PENELITIAN

1. [bookmark: _Toc45961869]Gambaran Umum Pengadilan Agama Kraksaan
1. [bookmark: _Toc45961870]Profil
Peradilan Agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang berada di wilayah yurisdiksi Peradilan Tinggi Agama Surabaya. Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Kraksaan adalah Staadblad 1882 No. 152 jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.
Pengadilan Agama Kraksaan terletak di Jalan Mayjen Sutoyo No. 69 Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang mempunyai yurisdiksi 327 Kelurahan/Desa dari 24 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.696,17 km2 dan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Kraksaan diresmikan pada 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Mana, S.H., MCL. Gedung kantor telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1 B. Kemudian produk dan pelayanan di Pengadilan Agama Kraksaan terdiri dari:

a. Perkawinan
· Izin nikah
· Izin poligami 
· Isbat nikah
· Hadhanah
· Wali adhol
· Cerai talak dan cerai gugat
· Hak bekas istri
· Harta bersama
· Asal-usul anak
· Dispensasi nikah
· Pembatalan nikah
· Pencegahan nikah
· Penguasaan, pengesahan maupun pengangkatan anak
· Perubahan biodata akta nikah
· Nafkah anak oleh ibu
· Ganti rugi terhadap wali
· Penolakan kawin campur
· Pencabutan kekuasaan wali
· Pencabutan kekuasaan orang tua
· Penunjukkan orang lain sebagai wali.
b. Ekonomi Syari’ah
· Bank syari’ah
· Bisnis syari’ah
· Asuransi syari’ah
· Pegadaian syari’ah
· Sekuritas syari’ah 
· Reasuransi syari’ah
· Reksadana syari’ah
· Pembiayaan syari’ah
· Lembaga keuangan mikro syari’ah
· Dana pensiun lembaga keuangan syaria’h
· Obligasi syari’ah
· Surat berharga berjangka menengah syari’ah
c. Waris
· Gugat waris
· Penetapan ahli waris
d. Infaq
e. Zakat
f. Wakaf
g. Shadaqah
h. Wasiat dan Hibah, dan lainnya[footnoteRef:52] [52: https://pa-kraksaan.go.id , diakses 05 Juli 2020 pukul 08.00 WIB] 

2. [bookmark: _Toc45961871]Visi dan Misi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi berarti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; pandangan atau wawasan ke depan; kemampuan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Sedangkan misi berarti tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya.[footnoteRef:53] [53:  Kamus Besar Bahasa Indonesia.] 

Pengadilan Agama Kraksaan memiliki visi dan misi sebagai berikut:
Visi 
“Terwujudnya Pengadilan Agama Kraksaan Yang Agung”
Misi
1. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kraksaan.
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kraksaan.[footnoteRef:54] [54: https://pa-kraksaan.go.id , diakses 05 Juli 2020 pukul. 08.00 WIB.] 

Visi dan misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan managemen yang teratur serta pengawasan yang terkendali.
3. [bookmark: _Toc45961872]Tugas Pokok dan Fungsi
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.
Pengadilan Agama Kraksaan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen atau Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Selain tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kraksaan memiliki fungsi, sebagai berikut:
a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan (Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan,bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengakapan, keuangan, kepegawaian serta pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) juga terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).
d. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan perlengkapan) (Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).
f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Organisasi Masyarakat Islam dan lainnya (Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan (Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan).[footnoteRef:55] [55: https://pa-kraksaan.go.id , diakses 05 Juli 2020 pukul 08.00 WIB] 

4. [bookmark: _Toc45961873]Kompetensi dan Wilayah Yurisdiksi
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut tidak diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.
Sebagai pelaksana dari pernyataan undang-undang tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar terjadi pada lingkungan Peradilan Agama yaitu lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peadilan Agama tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah penting yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama antara lain dapat mengadili perkara zakat, infaq dan ekonomi syari’ah.
Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Sedangkan undang-undang Peradilan Agama mengalami amandemen kedua kalinya yakni dengan Undang-Undang No. 50 Taun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip kemadirian hakim dan kebebasan hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
Pengadilan Agama Kraksaan sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman, selalu berusaha mewujudkan fungsi-fungsinya antara lain: memberi pelayanan prima kepada masyarakat dan menegakkan hukum juga keadilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kraksaan senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan dalam memberikan putusan, tetap memperhatikan legal justice (peradilan yang berlaku), moral justice (moral) dan social justice (kondisi sosial).
Pengadilan Agama Kraksaan merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Pengadilan Agama Kraksaan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi artinya kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu.[footnoteRef:56] Wilayah yurisdiksi merupakan wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.[footnoteRef:57] [56:  Kamus Besar Bahasa Indonesia.]  [57: https://id.m.wikipeida.org , diakses 05 Juli 2020 pukul 08.15 WIB.] 

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan meliputi 24 Kecamatan yaitu :
a. Kecamatan Dringu, meliputi 14 desa
b. Kecamatan Gending, meliputi 13 desa
c. Kecamatan Banyuanyar, meliputi 14 desa
d. Kecamatan Maron, meliputi 18 desa
e. Kecamatan Gading, meliputi 19 desa
f. Kecamatan Krucil, meliputi 14 desa
g. Kecamatan Tiris, meliputi 16 desa
h. Kecamatan Pakuniran, meliputi 17 desa
i. Kecamatan Besuk, meliputi 14 desa
j. Kecamatan Kotaanyar, meliputi 13 desa
k. Kecamatan Paiton, meliputi 20 desa
l. Kecamatan Kraksaan, meliputi 18 desa
m. Kecamatan Pajarakan, meliputi 12 desa
n. Kecamatan Krejengan, meliputi 17 desa
o. Kecamatan Tegalsiwalan, meliputi 12 desa
p. Kecamatan Leces, meliputi 10 desa
q. Kecamatan Bantaran, meliputi 10 desa
r. Kecamatan Kuripan, meliputi 7 desa
s. Kecamatan Sumber, meliputi 9 desa
t. Kecamatan Wonomerto, meliputi 11 desa
u. Kecamatan Sukapura, meliputi 12 desa
v. Kecamatan Sumberasih, meliputi 13 desa
w. Kecamatan Tongas, meliputi 14 desa
x. Kecamatan Lumbang, meliputi 10 desa[footnoteRef:58] [58: https://pa-kraksaan.go.id, diakses 05 Juli 2020 pukul 08.15 WIB] 

5. [bookmark: _Toc45961874]Struktur Organisasi
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Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kraksaan

Data Diri
[image: ]
Nama 			: Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H.
NIP 			: 196801021994031003
Tempat/Tanggal Lahir 	: Tuban, 2 Januari 1968
Jabatan 			: Ketua Pengadilan Agama Kraksaan
Pangkat/Gol 		: Pembina Utama Muda (IV/c)







[image: D:\MAULIDA RAMADHANY\S K R I P S I\Download\pak-muqoddar-2.jpg]Nama 			: Drs. H. Muqoddar, S.H.
NIP 			: 19660316.199203.1.004
Tempat/Tanggal Lahir 	: Lamongan, 16 Maret 1966
Jabatan 			: Hakim
Pangkat/Gol 		: Pembina Utama Muda (IV/c)
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Nama 			: Drs. Taufiqurrochman, M.H.
NIP 			: 19650930.199403.1.004
Tempat/Tanggal Lahir 	: Temanggung, 30 September 1965
Jabatan 			: Hakim
Pangkat/Gol 		: Pembina Tingkat I (IV/b)

[image: D:\MAULIDA RAMADHANY\S K R I P S I\Download\pakbisyri.png]Nama 			: Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H.
NIP 			: 19630308.199303.1.009
Tempat/Tanggal Lahir 	: Lamongan, 8 Maret 1963
Jabatan 			: Hakim
Pangkat/Gol 		: Pembina Utama Muda (IV/c)



[image: D:\MAULIDA RAMADHANY\S K R I P S I\Download\Bang_Dede.jpg]Nama 			: H. Dede Andi, S.H.I., M.H.
NIP 			: 19810702.200704.1.004
Tempat/Tanggal Lahir 	: Sindangkerta, 2 Juli 1981
Jabatan 			: Hakim
Pangkat/Gol 		: Penata Tingkat I (III/d)
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Nama 			: Abdul Kodir, S.Ag., M.M.
NIP 			: 197303221998031004
Tempat/Tanggal Lahir 	: Pasuruan, 22 Maret 1973
Jabatan 			: Sekretaris
Pangkat/Gol 		: Pembina (IV/a)

[image: D:\MAULIDA RAMADHANY\S K R I P S I\Download\foto_surib1.jpg]Nama 			: Drs. Surib Wahyudi, S.H., M.H.
NIP 			: 19680721.199603.1.001
Tempat/Tanggal Lahir 	: Jember, 21 Juli 1968
Jabatan 			: Panitera
Pangkat/Gol 		: Pembina IV/a
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Nama 			: Drs. Masyhudi, M.H.E.S.
NIP 			: 196704091994031005
Tempat/Tanggal Lahir 	: Bojonegoro, 9 April 1967
Jabatan 			: Panitera Muda Hukum
Pangkat/Gol 		: Pembina (IV/a)
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Nama 			: Amrulloh, S.H., M.H.
NIP 			: 196812201994031007
Tempat/Tanggal Lahir 	: Tegal, 20 Desember 1968
Jabatan 			: Panitera Muda Permohonan
Pangkat/Gol 		: Pembina (IV/a)
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Nama 			: Hj. Fatimah, S.H.
NIP 			: 196112281991032001
Tempat/Tanggal Lahir 	: Kraksaan, 28 Desember 1961
Jabatan 			: Panitera Muda Gugatan
Pangkat/Gol 		: Penata Tingkat I (III/d)

[image: D:\Maulida\S K R I P S I\Download\syafiq1.jpg]
Nama 			: Syafiq Hamdi, S.H.
NIP 			: 19861028.200912.1.004
Tempat/Tanggal Lahir 	: Jember, 28 Oktober 1986
Jabatan 			: Panitera Pengganti
Pangkat/Gol 		: Penata Muda (III/a)

[image: D:\Maulida\S K R I P S I\Download\umi2.jpg]Nama 			: Umi Nadhiroh, S.H.
NIP 			: 19660706.201408.2.002
Tempat/Tanggal Lahir 	: Blitar, 6 Juli 1966
Jabatan 			: Panitera Pengganti
Pangkat/Gol 		: Penata Muda (III/a)
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Nama 			: Dini Rininda, S.H.
NIP 			: 19830314.201408.2.003
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 14 Maret 1983
Jabatan 			: Panitera Pengganti
Pangkat/Gol 		: Penata Muda (III/a)
[image: D:\Maulida\S K R I P S I\Download\pakbudi2.jpg]Nama 			: Budiarto
NIP 			: 19710421.200312.1.002
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 21 April 1971
Jabatan 			: Jurusita
Pangkat/Gol 		: Pengatur Tingkat I (II/d)


Nama 			: Siti Artaniyah, S. Ag.
NIP 			: 197304072006042007
Tempat/Tanggal Lahir 	: Situbondo, 7 April 1973
Jabatan 			: Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Pangkat/Gol 		: Penata Tingkat I (III/d)

Nama 			: Ana Khoirotul Aini, S.H.
NIP 			: 198402032006042003
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 3 Februari 1984
Jabatan 			: Kasubbag Umum dan Keuangan
Pangkat/Gol 		: Penata (III/c)

Staf 
Nama 			: Fajar Ayu Permata Sari, S.Psi.
NIP 			: 19930626.201903.2.018
Tempat/Tanggal Lahir 	: Klaten, 26 Juni 1993
Jabatan 			: CPNS
Pangkat/Gol 		: Penata Muda (III/a)

Pramubakti 
Nama 			: Iwan Yuliarto
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 1 Juli 1982
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMK

Nama 			: Asih Bararatul Ma’lufah, S.Kom.
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 19 Mei 1983
Jenis Kelamin 		: Perempuan
Pendidikan Terakhir 	: Sarjana Komputer (S1)

Nama 			: Mahyuddin Syafi’i
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 17 Maret 1988
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMA

Nama 			: Sadik
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 17 Juli 1972
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMP

Nama 			: Selamet
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 1 April 1966
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SD

Nama 			: Lukmanul Hakim
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 7 Agustus 1978
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: MAN
Nama 			: Rachmad Hidayatullah, A.Md.Kom.
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 29 Desember 1989
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: Managemen Informatika (D3)

Nama 			: Andri Agus Budiarto
Tempat/Tanggal Lahir 	: Banyuwangi, 29 Desember 1996
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMA

Nama 			: Umar Afnani
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 26 Agustus 1978
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMA

Nama 			: Sasongko Bagus Nugroho, A.Md.Kom.
Tempat/Tanggal Lahir 	: Tulungagung, 20 Desember 1987
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: Managemen Informatika (D3)

Nama 			: Nidaul Hidayah, S.H.I
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 26 Januari 1992
Jenis Kelamin 		: Perempuan
Pendidikan Terakhir 	: Syari’ah (S1)

Nama 			: Muhammad Rizal Hamdhani, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 20 Maret 1988
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: Hukum (S1)

Nama 			: Misbahul Munir
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 21 September 1989
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMA
Nama 			: Jatim Effendi
Tempat/Tanggal Lahir 	: Probolinggo, 12 Oktober 1980
Jenis Kelamin 		: Laki-laki
Pendidikan Terakhir 	: SMA

Tabel 3.1 Statistik Pegawai Di Pengadilan Agama Kraksaan
Statistik Pegawai

	Jabatan
	Jumlah

	Ketua 
	1

	Wakil Ketua
	0

	Hakim 
	4

	Panitera
	1

	Panitera Muda Hukum
	1

	Panitera Muda Gugatan
	1

	Panitera Muda Permohonan
	1

	Panitera Pengganti
	3

	Sekretaris 
	1

	Kasubbag Kepegawaian, organisasi dan Tatalaksana
	1

	Kasubbag Umum dan Keuangan
	1

	Jurusita 
	1

	Staf CPNS
	1

	Staf Pramubakti
	14

	Jumlah
	31


[bookmark: _Toc45961875]Deskripsi Data
Peradilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan Agama Kraksaan sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syari’ah.
Salah satu dalam bidang perkawinan yakni perkara mengenai wali adhol. Menurut Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H., selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Kraksaan mengartikan wali adhol adalah sebagai berikut:
Wali adhol merupakan istilah dimana seorang wali nasab enggan/menolak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor/alasan, baik itu alasan syar’i atau alasan tidak syar’i.[footnoteRef:59] [59: 01/1-W/F-1/04-III/2020 Informan : Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H., 4 Maret 2020 pukul 10.00-11.00WIB,  di Pengadilan Agama Kraksaan.] 

Pak Bisyri juga melanjutkan penjelasannya mengenai perkara wali adhol ini dalam sesi wawancara bersama penulis, bahwa:
Semua putusan hakim tidak serta merta langsung diputus, hakim masih mempertimbangkan alasan-alasan pemohon dan pihak tergugat, utamanya dalam perkara wali adhol ini, pertimbangkan hukum hakim mendasarkan pada al-Qur’an, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974tentang perkawinan, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), PERMA.RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim.[footnoteRef:60] [60:  01/1-W/F-1/04-III/2020 Informan : Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H., 4 Maret 2020 pukul 10.00-11.00WIB,  di Pengadilan Agama Kraksaan.] 

Selanjutnya bapak Drs. Masyhudi, M.H.E.S., selaku panitera muda di Pengadilan Agama Kraksaan juga sedikit menjelaskan mengenai perkara wali adhol yang terjadi Pengadilan Agama Kraksaan ini, berikut pemaparannya:
Dalam perkara wali adhol yang masuk di Pengadilan Agama Kraksaan ini, tidak banyak yang beralasan karena calon suami melanggar syari’at, akan tetapi banyak yang enggan menikahkan sang anak bukan masalah melanggar syari’at melainkan masalah ekonomi/hal duniawi semata, hal ini yang menyebabkan permohonan pemohon dikabulkan.[footnoteRef:61] [61:  Kode : 02/2-W/F-1/02-III/2020, Informan :. Drs. Masyhudi, M.H.E.S., 2 Maret 2020 pukul 10.00 – 11.00 WIB, Pengadilan Agama Kraksaan.
] 


Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kraksaan,   bahwa setiap tahun terdapat beberapa pengajuan permohonan perkara wali adholdengan sebab yang berbeda-beda, contohnya pada tahun 2018 terdapat penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0431/Pdt.P/2018/PA.Krs atas nama pemohon Yayuk binti Karnadi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, status janda cerai, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW. 001 desa Gunggungan Kidul Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggosebagai calon mempelai wanita dengan Rafi’i bin Suningwar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon, status duda cerai, bertempat tinggal di Dusun Mungging RT.008 RW 004 Desa Alas Pandan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, sebagai calon mempelai laki-laki.Faktor yang menyebabkan pemohon mengajukan perkara wali adhol ini dikarenakan wali nasab (sang ayah) enggan menikahkan  pemohon dengan alasan sang ayah merasa calon suami Pemohon adalah penyebab dari bercerainya Pemohon dengan suami yang sebelumnya, dan ayah Pemohon juga beralasan takut dituntut oleh mantan suami Pemohon jika menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang sekarang. Padahal pemohon dan calon suami Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, akibat hubungan cinta yang telah berlangsung selama 9 bulan. Bahkan pemohon dan calon suami pemohon sangat siap untuk melangsungkan pernikahan, karena calon suami pemohon sudah sanggup bertanggungjawab atas segalanya.[footnoteRef:62] [62:  Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0431/Pdt.P/2018/PA.Krs, hlm 2] 

Pada tahun 2019 juga terdapat penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0355/Pdt.P/2019/PA.Krs atas nama pemohon Hosniah binti Suhermanumur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Karanganyar RT.003 RW. 005 Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggosebagai calon mempelai wanita dengan Saifuddin bin Purwanto umur 24, agama Islam, pekerjaan karyawan alfamidi, berstatus perjaka, tempat tinggal kabupaten Probolinggo, sebagai calon mempelai laki-laki. Faktor yang menyebabkan pemohon mengajukan perkara wali adhol ini dikarenakan wali nasab (sang ayah) tidak mau menikahkan pemohon dengan alasan sangayah Pemohon sakit hati dengan ibu Pemohon yang bekerja di Malaysia bila mengirim uang langsung kepada Pemohon jadi ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon. Hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, akibat hubungan cinta yang  berlangsung selama 2 (dua) tahun.BahkanPemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan alfamidi dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulannya.[footnoteRef:63] [63:  Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0355/Pdt.P/2019/PA.Krs hlm 2] 

Dan di tahun 2020 juga terdapat penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0078/Pdt.P/2020PA.Krs atas nama pemohon Siti Romlah binti Rasudi sebagai calon mempelai wanita dengan Syamsul Arifin bin Asmukah sebagai calon mempelai laki-laki. Faktor yang menyebabkan pemohon mengajukan perkara wali adhol ini dikarenakan wali nasab (sang ayah) menolak menikahkan pemohon dengan alasan calon suami Pemohon suka minum-minuman keras dan Pemohon sudah tunangan dengan Ahmad Imron bin Sudirman, ayah Pemohon merestui karena Pemohon mengaku sudah putus dengan calon suami Pemohon dan Pemohon saat itu mengaku mau dengan Ahmad Imron bin Sudirman. Pemohon mengaku pernah bertunangan dengan Ahmad Imron bin Sudirman, namun sekarang sudah putus karena Ahmad Imron bin Sudirman pernah memukul Pemohon dan mengatakan kepada Pemohon sebagai anak haram. Dan calon suami Pemohon memberi keterangan bahwa ia sudah lama berhubungan dengan Pemohon dan mengaku dulu pernah mabuk-mabukan ketika putus dengan Pemohon, namun sekarang sudah lama berhenti dan berjanji tidak akan mabuk-mabukan lagi, terakhir minum-minuman air keras sekitar 6 bulan yang lalu dan calon suami pemohon siap menjadi suami baik, taat beribadah, tanggung jawab terhadap keluarga.[footnoteRef:64] [64:  Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0078/Pdt.P/2020PA.Krs, ] 

Melihat ketiga putusan perkara tersebut, setelah melalui proses pemeriksaan berkas, pengakuan kedua calon mempelai, pengakuan dari saksi,dan pertimbangan hukum hakim, maka Pengadilan Agama Kraksaan sebagai pihak ketiga dalam perkara ini, dan memiliki kewenangan memutus perkara ini, maka pihak Pengadilan Agama kraksaan memiliki 2 tugas utama yakni pertama melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yakni antara wali nasab yang adhol dan juga kedua calon mempelai. Apabila berdasarkan hasil mediasi, ternyata sang wali nasab tetap kekeh dengan keputusannya untuk enggan menikahkan sang anak dengan pilihannya, dan sang anak tetap kekeh ingin mempertahankan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan dengan pilihannya. Maka majlishakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Kraksaan mengeluarkan penetapan:
MENETAPKAN
a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
b. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon bernama ............ adalah wali adhol.
c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ......... Kabupaten Probolinggo sebagai Wali Hakim yang berhak menikahkan Pemohon (.................) dengan seorang laki-laki bernama (................).
d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. (.........)



[bookmark: _Toc45961876]BAB IV
PEMBAHASAN
1. [bookmark: _Toc45961877]Analisis Terhadap Status Hukum Wali Adhol Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif
 Disini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai status hukum wali adhol menurut hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hukum Islam Perkawinan dengan berwalikan hakim secara umum dipandang sah sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan dalam hal ini wali hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhol merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat.
Perpindahan hak perwalian ke tangan wali hakim yang disebabkan karena ketiadaan wali nasab (calon mempelai tidak mempunyai wali nasab sama sekali), dalam hal ini para fuqaha sependapat bahwa perwalian akan berpindah ke tangan wali hakim. Tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor lain, atau perempuan yang mau menikah memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut tidak mau menikahkannya atau menolak untuk menikahkannya dengan alasan-alasan lain, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar’i atau alasan tidak syar’i. Alasan syar’i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan. Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara’, misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syari’ah, maka tidak dianggap alasan syar’i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar’i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali adholyakni menghalangi anak perempuan untuk menikah jika perempuan itu telah menuntut menikah.[footnoteRef:65] [65:  Wahbah Az Zuhaili, Fiqih al Islam wa Adillatuhu, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 2007) hlm. 6720] 

Dalam hal wali nasab (wali aqrab) adhol. Jumhur fuqaha Maliki, Hanafi, dan Syafi’i sependapat bahwa hak perwalian akan pindah ke wali hakim (Sultan), dan tidak ke wali ab’ad, karena dengan adhol maka dianggap keluar dari hak perwalian, dan hal tersebut merupakan kedhaliman, dan untuk menghindari kedhaliman maka hak perwalian diserahkan kepada sultan atau hakim. Adapun Imam Ahmad berpendapat bahwa, jika wali nasab (wali aqrab) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali ab’ad dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali aqrab maupun wali ab’ad) adhol maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim.[footnoteRef:66] Artinya bahwa dalam perkara wali adhol yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan harusnya perwalian jatuh kepada atau berpindah kepada wali aqrab terlebih dahulu, jika tidak ada baru kepada wali ab’ad dan jika kedua-duanya tidak ada baru kemudian dapat berpindah kepada wali hakim melalui persidangan di Pengadilan Agama. [66: Ibid] 

Berdasarkan pemaparan istinbath hukum para fuqaha, dapat diketahui bahwasanya jumhur fuqaha sependapat, jika wali nasab ‘adhol dengan sebab yang tidak syar’i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali adhol hukumnya adalah sah.
Dalam hal adholnya wali, perwalian dapat berpindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan adholnya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak adhol/menghalangi.
Begitupun dalam hukum Positif, pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali adhol, juga dipandang sah oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sepanjang perpindahan hak perwalian pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 dinyatakan:
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan
(2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam penyelesaian perkara wali adhol yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan dimana perwaliannya berpindah kepada wali hakim didasarkan pada saksi yang ada serta pertimbangan hukum penetapan wali adhol mendasarkan pada hukum Islam dan hukum Positif, berdasarkan hukum Islam yakni memperhatikan qoidah fiqhiyyah dalam kitab I’anatut Thalibin juz III halaman 314, kitab Asybah wa Nadhaair halaman 83, kaidah Syariyah dalam kitab lanah Al Tholibin juz III halaman 319, kitab Mughnil Muhtaj juz III dan juga dalam al-Qur’an surat ke 24 an-Nur ayat 32 terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan. Sedangkan berdasarkan hukum positif yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, alat bukti surat P.1 s/d P.4 bermatrai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai.
Maka berdasarkan melalui pertimbangan hukum di atas, majlis hakim memutuskan mengabulkan Permohonan dengan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0431/Pdt.P/2018/PA.Krs, Nomor 0355/Pdt.P/2019/PA.Krs, dan Nomor 0078/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam hal ini tentu status wali hakim sebagai pengganti wali adhol telah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam KHI pasal 23. 
Fikih munakahat (Hukum Islam) menjadi rujukan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian perkara wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan dipandang sah, sebab perpindahan hak perwalian ke wali hakim tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta ketentuan yang ada dalam al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:
وَأَنْكِحُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ, إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ, وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.
Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan  kepada mereka dengan karunia-NYA. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur ayat 32).[footnoteRef:67] [67:  Al-Qur’an, 24:32.] 


Dari penjelasan ayat tersebut, dijelaskan bahwa alangkah baiknya selaku wali nasab hendaknya mendukung niat baik dari kedua calon mempelai, agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Dan sang anak juga harus mendengarkan ucapan orang tua, sebab dalam sebuah hadits dijelaskan:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ: رِضَى اللهِ فِى رِضَى الْوَالِدَيْنِ, وَسُخْطُ اللهِ فِي سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ. (رواه أخرجه الترمذى)
	
Artinya:Dari Abdullah bin Umar r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: Keridhoan Allah itu didalam keridhoan orang tua dan kemarahan Allah itu didalam kemarahan kedua orangtua. (HR.al-Tirmidzi)

Didalam hadits ini bukan saja terdapat himbauan untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga seruan untuk mendapatkan kerelaan mereka berdua. Kedudukan orangtua nomor dua setelah Allah SWT. Allah SWT tidak rela dengan sang anak, kecuali setelah orangtua ridho dengan sang anak, yaitu dengan cara mengabdi kepada beliau berdua. Seharusnya sebagai anak memang berbuat yang baik kepada kedua orangtua, karena beliaulah yang menjadikan sebab sang anak berada didunia ini dan yang mendidik, mengasuh serta memenuhi segala keperluan. Oleh karena itu, sebagai anak tidak boleh mendurhakai orangtua. Apabila ada yang perlu disampaikan, lebih baik di omongkan secara baik-baik antara orangtua dan anak, sehingga masalah bisa teratasi secara baik dan kekeluargaan.
[bookmark: _Toc45961878]Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wali Adhol Di Pengadilan Agama Kraksaan.
Dari hasil data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Kraksaan,menemukan beberapa faktor utama banyaknya yang mengajukan wali adholdi Pengadilan Agama Kraksaan yakni karena sang ayah selaku wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya dengan berbagai macam alasan, misalnya dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0431/Pdt.P/2018/PA.Krs, karena wali nasab merasa calon suami Pemohon adalah penyebab dari bercerainya Pemohon dengan suami sebelumnya, dan wali nasab juga beralasan takut dituntut oleh mantan suami pemohon jika menikahkan pemohon dengan calon suaminya yang sekarang. Penetapan PA Kraksaan Nomor: 0355/Pdt.P/2019/PA.Krs, dikarenakan wali nasab  (ayah pemohon) sakit hati dengan ibu pemohon yang bekerja di Malaysia bila mengirim uang langsung kepada pemohon jadi ayah pemohon tidak mau menjadi wali nikah pemohon. Dan Penetapan PA Kraksaan Nomor:0078/Pdt.P/2020/PA.Krs, karena calon suami pemohon suka minum-minuman keras, namun calon suami pemohon mengaku sudah lama berhenti dan berjanji tidak akan mabuk-mabukan lagi. Hal tersebut sudah melalui pertimbangan hukum majlis hakim berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif.
Dari tiga contoh penetapan diatas, dapat dilihat bahwa alasan keengganan wali nasab termasuk tidak syar’i. Maka melalui pertimbangan hukum hakim ditetapkan bahwa hak perwalian dari wali nasab yang adhol berpindah kepada wali hakim. Sehingga pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan dengan wali hakim yang bertindak sebagai pengganti wali adhol. 
Wali hakim sebagai pengganti wali adhol berhak untuk menikahkan calon mempelai, sebab dalam pandangan agama hal tersebut disahkan sebagaimana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu’az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa dan Urwah dalam hadits Nabi Muhammad SAW: 
	أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (روه الترمذي)
Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal, jika sesorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali” (HR. At-Tirmidzi).

Jadi dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa, menikah tanpa seorang wali adalah bathil, makadari itu menikah di wajibkan adanya wali, akan tetapi apabila walinya tidak ada maka menggunakan wali hakim. 
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1. [bookmark: _Toc45961880]Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian mengenai penetapan wali adhol dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Status hukum wali adhol menurut hukum Islam dan hukum positif:
a. Menurut Hukum Islam.
Wali  berasal dari kata adhol menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mencegah atau menghalang-halangi. Wali adhol adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.
Berdasarkan pemaparan istinbath hukum para fuqaha, dapat diketahui bahwasanya jumhur fuqaha sependapat, jika wali nasab ‘adhol dengan sebab yang tidak syar’i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali adhol hukumnya adalah sah. Hal ini berdasarkan al-Qur’an surat An Nuur ayat 23 yang didalamnya terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 232 yang menerangkan tentang larangan wali untuk menghalang-halangi pernikahan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya terlebih jika keduanya (pihak perempuan dan calon suami) bertekad untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik. Dan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Bakr bin Abi Syaibah yang menegaskan bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali, dan jika wali nasabnya tidak ada maka menggunakan wali hakim.
b. Menurut Hukum Positif
Secara bahasa adhol adalah wali nasab yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau mafqud. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2).
Ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, apabila wali nasab adhol atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhol, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adholnya wali kepada Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhol dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adholnya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wali Adhol di Pengadilan Agama Kraksaan.
Faktor utama banyaknya yang mengajukan wali adholdi Pengadilan Agama Kraksaan karena ayah selaku wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya dengan berbagai macam alasan, misalnya dalam penetapan  Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 0431/Pdt.P/2018/PA.Krs, karena wali nasab merasa calon suami Pemohon adalah penyebab dari bercerainya Pemohon dengan suami sebelumnya, dan wali nasab juga beralasan takut dituntut oleh mantan suami pemohon jika menikahkan pemohon dengan calon suaminya yang sekarang. Penetapan PA Kraksaan Nomor: 0355/Pdt.P/2019/PA.Krs, dikarenakan wali nasab  (ayah pemohon) sakit hati dengan ibu pemohon yang bekerja di Malaysia bila mengirim uang langsung kepada pemohon jadi ayah pemohon tidak mau menjadi wali nikah pemohon. Dan Penetapan PA Kraksaan Nomor:0078/Pdt.P/2020/PA.Krs, karena calon suami pemohon suka minum-minuman keras, namun calon suami pemohon mengaku sudah lama berhenti dan berjanji tidak akan mabuk-mabukan lagi. Hal tersebut sudah melalui pertimbangan hukum majlis hakim berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif.
[bookmark: _Toc45961881]Saran
Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Dalam penetapan di Pengadilan Agama, seharusnya memperhatikan dan tata aturan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan akad pernikahan tidak terjadi pelanggaran baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.
2. Kepada pihak calon mempelai perempuan seyogyanya meminta izin dan persetujuan dari wali nasab karena wali nasab merupakan pemegang peran sah dan tidaknya akad nikah.
3. Kepada pihak wali nasab agar tidak berbuat adhol/ enggan menikahkan anak kandungnya, karena yang demikian dapat memutuskan silaturrahmi dengan orang tua dan keluarga.
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INFORMAN :
· Drs. Masyhudi, M.HES, selaku Panitera di Pengadilan Agama Kraksaan.
· Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H., yakni salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan.
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TRANSKRIP WAWANCARA
1. Kode 			: 01/1-W/F-1/4-III/2020
Nama Informan 	: Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H.
Tanggal 		:  4 Maret 2020
Jam 			: 09.00 – 10.00 WIB
Disusun Jam 		: 13.00 – 14.00 WIB
Tempat Wawancara 	: Pengadilan Agama Kraksaan
Topik Wawancara 	: Wali Adhol
	
	Materi Wawancara

	Peneliti 
	· Apa yang dimaksud Wali Adhol ?
· Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan maupun menolak perkara Wali Adhol?

	Informan 
	· Wali adhol merupakan istilah dimana seorang wali nasab enggan/menolak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor/alasan, baik itu alasan syar’i atau alasan tidak syar’i.
· Semua putusan hakim tidak serta merta langsung diputus, hakim masih mempertimbangkan alasan-alasan pemohon dan pihak tergugat, utamanya dalam perkara wali adhol ini, pertimbangkan hukum hakim mendasarkan pada al-Qur’an, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974tentang perkawinan, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), PERMA.RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim.

	Refleksi 
	Hakim harus memiliki dasar hukum dalam setiap putusannya agar memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat.




2. Kode 			: 02/2-W/F-2/2-III/2020
Nama Informan 	: Drs. Masyhudi, M.H.E.S.
Tanggal 		: 2 Maret 2020
Jam 			: 10.00 – 11.00 WIB
Disusun Jam 		: 13.00 – 14.00 WIB
Tempat Wawancara 	: Pengadilan Agama Kraksaan
Topik Wawancara 	: Wali Adhol
	
	Materi Wawancara

	Peneliti
	· Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kraksaan ?

	Informan
	· Dalam perkara wali adhol yang masuk di Pengadilan Agama Kraksaan ini, tidak banyak yang beralasan karena calon suami melanggar syari’at, akan tetapi banyak yang enggan menikahkan sang anak bukan masalah melanggar syari’at melainkan masalah ekonomi/hal duniawi semata, hal ini yang menyebabkan permohonan pemohon dikabulkan.

	Refleksi 
	Banyaknya pengajuan wali adhol karena masalah ekonomi/duniawi ini merupakan faktor utama, tuntunya hal itu sangat bertentangan dengan hukum Islam dan Hukum Positif.
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Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan
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Gambar 1.1 Tampak Depan Pengadilan Agama Kraksaan
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Gambar 5.1 Wawancara dengan Drs. H. M. Bisyri, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan.
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Wawancara dengan Drs. Masyhudi, M.H.E.S selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kraksaan
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Foto bersama setelah Wawancara dan Observasi. 
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Gambar 4.1 Grafik Jenjang Pendidikan, Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin Pegawai di Pengadilan Agama Kraksaan.
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Faridatus Sholihah, dilahirkan di Kabupaten Lumajang tepatnya di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah, pada hari rabu tanggal 18 Februari 1998. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan bapak H. Asmawi dan ibu Hj. Nurhayati. Bertempat tinggal di jln. Wisata Ranu Klakah Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.
Memulai mengenal pendidikan pada usia 4 tahun di TK Islam Klakah di tahun (2002-2004). Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Tegalrandu 02 angkatan tahun (2004-2010). Pada tahun 2010 mulai memasuki Sekolah Menengah Pertama di SMP Negri 02 Kecamatan Klakah, ketika naik kelas VIII pindah ke MTS Miftahul Ulum yang berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Kemudian melanjutkan di MA Miftahul Ulum dan trus menetap di Pesantren. Hingga akhirnya lulus dari pesantren pada tahun 2016 yang saat itu berusia 18 tahun.
Pada tahun itu juga langsung melanjutkan perguruan tinggi tepatnya di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan yang semenjak tahun 2020 berganti nama menjadi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang berada di daerah Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Menetap di Pesantren Putri Al-Kautsar dan alhamdulillah berkat do’a dan dukungan dari orangtua dan keluarga bisa menyelesaikan mata kuliah dari semester 1 hingga semester akhir dan dengan rampung menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi.
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama	: Faridatus Sholihah
NIMKO	: 2016.12.02.05.0424
Program Studi	: Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
	Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.


	Kraksaan, 15 Juli 2020
	Yang Membuat Pernyataan



	FARIDATUS SHOLIHAH
	2016.12.02.05.0424
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